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ABSTRAK 
ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No. 28/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI  MATA UANG (AL-SHARF) 
MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH 
Oleh : Mila Aryani 
Nim : 11522205091 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Fiqh 
Muamalah dalam jual beli mata uang (Al-Sharf atau Valuta Asing).Valuta Asing 
atau As-sharf  merupakan salah satu alat untuk benda ekonomi yang berpengaruh 
atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada 
saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Jual beli valuta asing 
hukumnya mubah asalkan dibayar dengan kontan dan nilai tukar mata uang suatu 
negara yang akan ditukarkan sama nilainya dengan nilai tukar mata uang yang 
pembeli kehendaki. Faktor inilah yang akan penulis teleti dengan menggunakan 
pendekataan asas-asas muamalat, yang mana dalam transaksi ekonomi tersebut 
harus sesuai dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari riba, maisir, dan 
gharar. 
Dari sinilah penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana 
tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli mata uang (Valuta Asing). Apakah sudah 
sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam penulisan skripsi ini, jenis 
penelitian yang digunakan penulis adalah library research atau penelitian pustaka 
dengan mencari buku-buku yang sesuai dengan tema, untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi digunakan pendekatan deduktif analitik dengan teori jual 
beli dalam transaksi valuta asing. 
Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertama DSN-MUI 
memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis. jual beli 
mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-
masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang 
bersamaan. kedua dalam menganalisis fatwa DSN-MUI menggunakan kaidah 
fiqhiyah di antaranya kaidah fiqh muamalah yang maslahah mursalah adalah 
suatu kemaslahatan di mana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk 
merealisasi kemaslahatan itu. 
 
Kata Kunci :Jual beli mata uang, valuta asing, DSN-MUI. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
 
Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam 
menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang 
selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat Hukum Islam 
memperlihatkan sifat elastisitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat 
memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Islam diyakini oleh umatnya 
sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur’an 
menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia di manapun mereka 
berada
1
. 
Manusia disebut juga sebagai makluk sosial, yaitu makluk yang hidup 
dalam kelompok masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu 
berhubungan satu sama lain, inilah yang dinamakan dengan interaksi sosial. 
Interaksi sosial menjadi kunci dalam keidupan yang apabila tidak ada maka tidak 
akan mungkin ada kehidupan bersama, interaksi sosial juga merupakan dasar 
proses sosial yang menunjuk pada hubungan sosial yang dinamis
2
. 
                                                             
1
 Dr. Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm 
10 
2
 Soerjono Soekanto,Sosiologi Suatu pengantar  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007), hlm  55. 
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Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta cara mereka 
berinteraksi satu dengan yang lain merupakan perwujudan untuk mendapatkan 
ridha Allah. Setiap orang melakukan dalam hubungannya dengan orang lain 
disebut dengan muamalah.
3
 Dengan kata lain, Islam tidak menganggap penting 
urusan akhirat saja melainkan Islam juga menghendaki kesejahteraan hidup 
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Telah menjadi sunatullah bahwa 
manusia harus hidup bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu 
antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan 
memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya
4
. 
Islam adalah agama terakhir yang menjadi sistem terlengkap dalam setiap 
perbuatan manusia, tidak hanya dalam beribadah dan berserah diri kepada Allah, 
namun juga dalam perkembangan kehidupan manusia. Diantaranya terdapat dalam 
sistem perekonomian sesuai dengan berbagai ketentuan syariah. Dalam 
pemenuhan kegiatan ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan syariah (maqasid al-
shari’ah) serta memiliki petunjuk dalam mewujudkan tujuan tersebut, tentunya 
sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam
5
. Syariat sendiri merupakan 
seperangkat peraturan yang membimbing manusia untuk menciptakan 
kesejahteraan hidup baik dalam kehidupan sosial maupun individu.  
Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan pembahasan ini adalah 
bidang ekonomi yaitu mengenal jual beli atau perdagangan. Perdagangan 
                                                             
3
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyaakarta : UII Press, 2000), hlm 10 
4
Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 3-4. 
5
Faturraman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 155 
3 
 
 
 
merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktivitas kehidupan manusia 
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang 
berperilaku ekonomi
6. Walupun demikian sebagai manusia yang “Islamnya 
Kaffah” dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke-
Islamanyang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung etika 
bisnis. Al-Qur’an telah memberikan patokan dasar mengenai masalah jual-beli 
atau perdagangan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadist.
7
 Dasar 
hukum jual beli dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 
 … ِِ َةر ِّلّا َم َّرَحَو َْعي َبلا ُالله َّلَح بَو …  
“...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”8. 
 
Islam melarang setiap bentuk perekonomian yang mengandung unsur riba, 
maisir dan gharar
9
. Islam membolehkan adanya sistem patungan dalam 
perdagangan atau biasa disebut dengan perseroan. Hal ini berarti prinsip dasar 
ekonomi Islam terdiri dari kerjasama dan kompetisi yang sehat. Setiap negara 
merdeka di dunia ini berwenang menentukan kurs (nilai tukar mata uang suatu 
negara dengan negara lain) dan nilai tukar ini dapat saja beruba sewaktu-waktu 
sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing negara. Dengan kondisi 
seperti ini dimasyarakat lahirlah transaksi jual beli valuta asing atau dalam Islam 
                                                             
6
 Ismail Nawawi, Fiqih Muamlah, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), hlm 39. 
7
 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Dipponegoro, 1992), 
hlm 24. 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : PT. Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007), hlm 47 
9
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yoqyakarta: Pustaka belajar, 
cetakan 1, 2008), hlm 69. 
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dikenal dengan sharf
10
. Sharf atau valuta asing diartikan sebagai mata uang asing 
dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiyai 
transaksi ekonomi keuangan internasional yang mempunyai catatan kurs resmi 
pada Bank Central
11
. 
Pada dasarnya uang diciptakan orang karena kebutuhan untuk 
mempertukarkan barang. Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, bukan 
sebagai komoditas
12
. Diterimanya fungsi ini dengan maksud meleyapkan 
ketidakadilan, ketidakujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar 
(barter) karena ketidakujuran ini digolongkan sebagai riba fadl yang dilarang 
agama.
13
 Kenyataan yang kita saksikan sekarang ini, kesalahan besar ekonomi 
konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan 
uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar 
dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional dan lembaga keuangan 
lainnya juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. 
Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest).  
Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi 
empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat 
fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya 
sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan bumi 
ini tidak pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan 
                                                             
10
 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1996 ), hlm 45. 
11
 M Ali Hasan, Masail Fiqiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 157. 
12
 Syaikh Ahmad Ad-Da’ur, Riba dan Bunga Bank Haram, (Bogor: Al Azar Press, 2014), 
hlm 206 
13
 M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi islam, alih bahasa M. Nastangin 
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 162. 
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terjadi lagi. Dalam kondisi seperti ini, muncul persaingan yang tidak sehat antara 
pelaku bisnis ini, bahkan timbul tindakan spekulasi dan berisiko tinggi. Tidak 
sedikit orang yang kaya mendadak dalam selang waktu pagi-sore, sebaliknya 
tidak sedikit orang yang mengalami bangkrut total dalam kurun waktu yang sama. 
Adanya fluktasi nilai kurs dan kebutuhan akan menarik pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap valuta asing misalnya investor, eksportir, importir. 
Fluktuasi kurs juga memengaruhi inflasi maupun output, dan menjadi 
pertimbangan penting pengambil kebijakan moneter
14
. Dalam transaksi valuta 
asing terdapat faktor-faktor tersebut yang akan menentukan besar kecilnya 
nominal mata uang suatu negara. Dengan demikian, perlu adanya kajian menurut 
ekonomi syariah untuk memberikan penjelasan tentang jual beli mata uang 
(Valuta Asing) tersebut. Oleh karena itu sangat penting bahwa masalah 
perdagangan valuta asing harus diberikan solusi hukum yang tepat agar 
masyarakat mampu memahaminya, dan mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sekarang untuk memperbaiki keadaan yang terjadi di era globalisasi 
saat ini
15
.  
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas dan dengan maksud meneliti 
tentang jual beli mata uang valuta asing (Valas) yang sudah menjadi fenomena 
sekarang ini. Maka penulis mencoba untuk ikut andil dalam bentuk skripsi dengan 
judul ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No. 28/DSN-
                                                             
14
Kusumarsono Hendarto, lop.,cit 
15
Hafidz Abdurraman, Yahya Abdurraman,  op.,cit, hlm 128. 
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MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI  MATA UANG (AL-SHARF) 
MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka 
penulis membatasi penulisan ini pada Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 
No. 28/Dsn-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli  Mata Uang (Al-Sharf) Menurut 
Tinjauan Fiqh Muamalah 
C. Rumusan Masalah  
 
Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah ini 
dapat dirumuskan :  
1. Bagaimana fatwa Dewan syari'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 
tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) ?  
2. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 
28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) menurut 
Tinjauan Fiqh Muamalah ?  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang hendak dicapai adalah:  
Untuk mengetahui analisis Fatwa relevansi Dewan Syari'ah Nasional 
No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), apakah 
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sudah sesuai dengan tinjuan fiqh muamalah atau belum. Selain itu agar dalam 
praktik jual beli mata uang (Al-Sharf) tidak menyalahi aturan-aturan hukum 
Islam yang telah ada. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Untuk sebagai sumbangan pemikiran mengenai jual beli mata uang 
(Sharf atau Valuta Asing) dalam tinjauan fiqh muamalah dan 
memperluas obyek kajian syariah dalam transaksi jual beli mata uang 
(Al-Sharf atau Valuta Asing). 
b. Memberikan kontribusi ilmiah guna menambah ilmu pengetahuan dan 
pemikiran tentang praktik jual beli mata uang (Al-Sharf  atau valuta 
asing) sehingga memberikan manfaat, khususnya bagi para penikmat 
studi hukum Islam. 
 
E. Landasan Teori 
Sebelum dikenal perekonomian moneter seperti yang berlaku saat ini, dulu 
pernah berkembang perekonomian dengan sistem barter. Sistem ini terjadi karena 
pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut uang
16
. Pada 
dasarnya uang diciptakan orang karena kebutuhan untuk mempertukarkan barang. 
Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, yang 
tentu untuk tujuan keuntungan (spekulasi atau judi)
17
. Kenyataannya pada saat ini, 
kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, 
                                                             
16
Suhrawardi k. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), hlm 18 
17
 Ahmad hasan, Mata Uang Islami, (Jakarta : RajaGrafindo : 2005), hlm. 19 
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sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada 
digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan
18
. 
Pada prinsip syariah, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan 
dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam 
terminologi fiqih dengan istilah sharf
19
. Karena penjualan dengan cara sharf 
berarti menggunakan transaksi dimana emas dan perak dipakai sebagai alat tukar 
untuk memperoleh emas dan perak. Para ulama fiqh menurut madzhab Al-
Ghazhali telah memakruhkan praktik sharf  ini, karena perbuatan ini hampir sama 
dengan riba dan karena pertukaran itu menurut sifat-sifat khusus agar cepat laku 
maka sedikit sekali keuntungan bagi para penukar uang (exchange), kecuali bagi 
orang-orang yang ceroboh dalam transaksi bisnis (muamalah). Maka sedikit sekali 
penukaran uang (exchange) itu selamat, meskipun telah berhati-hati namun inilah 
yang dimaksud dengan spekulasi (untung-untungan). Jadi, pertukaran dalam satu 
jenis mata uang hukumya boleh, namun syaratnya harus sama barangnya dan 
tunai
20
. 
Sehingga dalam praktiknya, untuk menghindari penyimpangan syariah, 
maka kegiatan transaksi dan perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur 
riba, maysir (spekulasi atau judi), dan gharar (ketidakjelasan, manipulasi dan 
penipuan)
21
. Untuk itu motif pertukaran mata uang pun tidak boleh untuk 
spekulasi yang dapat menjurus kepada judi/gambling (maysir), melainkan untuk 
                                                             
18
 M. Abdul Manan, Teori dan Praktekk Ekonomi Islam, Alih bahasa M. Nastangun 
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1995), hlm 162 
19
 Sapiudin Shidiq, Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm 286 
20
 Abdul Aziz, Ekonomi Sufistik, Model Al-Ghazhali, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 70 
21
 M. Sharif Chaundry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), hlml 59. 
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membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam berbagai jenis kebutuhan 
dan pemerintah guna memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor, 
atau komersial, baik barang maupun jasa (transaction motive)
22
. 
Keharaman judi secara tegas sudah dilarang Allah SWT dalam Q.S Al-
Maidah ayat 90: 
                         
                    
 “Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
23” 
Ayat ini menjelasakan laragan mengenai khamar dan judi (maisir). Imam 
Bukari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa 
karena meminum khamar merupakan salah satu cara paling banyak 
menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamar dengan 
perjudian, karena perjudian (maisir) merupakan salah satu cara yang 
membinasakan harta, orang yang suka berjudi (maisir) biasanya selalu berharap 
akan menang. Sehingga tidak pernah ada kata jera sekalipun pernah merasakan 
kekalahan, inilah yang menyebabkan mereka sibuk akan hal duniawi sehingga 
sering meninggalkan ibadah, sebab hatinya sudah tunduk kepada setan yang 
                                                             
22
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 
hlm 107. 
23
Departemen Agama RI, op.,cit, hlm 123 
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senantiasa berusaha untuk menghalang-halangi manusia beribadah kepada Allah 
SWT
24
.  
Dalam hal ini niat mempunyai posisi penting pada setiap aktivitas 
kehidupan umat manusia. Motivasi dan niat dapat mempengaruhi status perbuatan 
karena begitu pentingnya niat, maka ulama menjadikannya sebagai rukun pertama 
dalam setiap ibadah, bahkan faktor yang membedakan antara amal ibadah dan 
adat kebiasaan adalah niat
25
. Hal ini dijelaskan dalam suatu hadist Rasulullah 
SAW bersabda : 
 ِةاََطلخْا ِنْبَر َُعُ ٍصْفَح ِبَِا َْيِْنِمُْؤلمْا ِْيِْمَا ْنَع   ِدزْبَع ِنزْب ِ َحِر ِنزْب  ىزُعلْا ِدْبَع ِنْب ِلْيُِفن ِنْب
 َِضَِر ِيِوَدَعلْا ِِْشِيَرُقلْا ِبِلَاغ ِنْب ِيَُؤل ِنْب ِبْعَك ِنْب ٍ اَزَر ِنْب ِطْرُق ِنْب ِالله  َ اَزق ُهْنَع ُالله
 ََوناَم ٍِئرْما ُِكُِل َانمِاَو ِتاَِينلا ِبِ ُل َْعَُلّْا َانمِا َُ ْوَُقي َلمَسَو ِهَْيَلع ُالله لَص ِالله َُ ْوُسَر ُتْع َِسَ 
“Dari Amir al-Mukminin,Abu Hafs Umar bin Khattab r.a bin Nufail 
bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Riyah bin Adi Ka’ab 
bin luay bin Ghalib al-Quraiys al-Adawi berkata,”Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya sahnya amal itu tergantung 
dengan niat. Setiap orang akan memperoleh dari apa yang diniatkannya
26
. 
Sehingga dalam melakukan transaksi bisnis, hendaklah seseorang memulai 
dengan niat (motif) yang baik. Apabila niat itu sudah selaras dengan aturan Allah, 
maka perbuatan tersebut menjadi sah. Niat dan motivasi yang mendorong 
seseorang melakukan sesuatu menjadi faktor pertimbangan karena maksud dan 
                                                             
24
 Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, hlm 70. 
25
 H. Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 
2016), hlm 38. 
26
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam WA ADILLATUHU, Bab ke-12 tentang Niat (Jakarta: 
Gema Insani, 2010), hlm 133. 
11 
 
 
 
motivasi itu biasanya menimbulkan akibat. Karena jika seseorang melakukan 
aktifitas ekonomi dengan maksud dan motivasi yang baik maka hasilnya akan 
baik demikian pula sebaliknya
27
.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), 
yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang 
relevan dengan pokok bahasan, bahan perpustakaan tersebut dijadikan sumber 
utama penelitian ini.
28
  
2. Sumber Data  
Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan 
objek penelitian. sedangkan data sekunder Fatwa DSN-MUI tahun 2002 
tentang Jual Beli mata uang (al-Sharf). Serta literatur yang digunakan untuk 
menganalisa dan memberi penjelasan tentang pokok dari buku-buku atau 
tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.  
3. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan penelitian 
pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang ada 
hubungannya dengan topik pembahasan. Adapun data tersebut selain diperoleh 
                                                             
27
H. Idri, op.,cit, hlm 39. 
28
 Bambang Sugono, Metedelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2009), hlm 184 
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dari buku-buku juga dari media informasi lainnya. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, 
tulisan dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang.  
4. Metode Analisis Data  
Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dan diteliti, selanjutnya 
dilakukan suatu analisis untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap 
pokok masalah yang akan dikaji.  
Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode 
deskriptif analisis
29
 yakni suatu metode analisis yang menekankan pada 
pemberian sebuah gambaran terhadap data yang telah terkumpul, bertujuan 
untuk menggambarkan secara obyektif tentang keputusan Fatwa DSN-MUI 
Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). 
Metode ini sangat berguna untuk menghasilkan kesimpulan yang valit dan 
dapat menggambarkan secara obyektif fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata 
Uang (Al-Sharf).  
G. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab nantiya akan diuraikan secara rinci, 
dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan antara satu sama lain.  
BAB I :  Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
                                                             
29
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Bina  
Aksara, 1987, hlm. 194   
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BAB II :  Pada bab ini Bab ini menguraikan beberapa teori yang berkaitan 
dapat pembahasan judul skripsi, landasan teori ini terdiri dari 
pengertian jual beli mata uang (al-Sharf) dalam pandangan Islam, 
dasar hukum jual beli mata uang (al-Sharf) serta macam-macam 
jual beli mata uang (al-Sharf).  
BAB III : Bab ini membahas tentang gambaran umum jual beli mata uang 
(al-Sharf). Membahas tentang profil Dewan Syari'ah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia, struktur Dewan Syari'ah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia, kedudukan fatwa, ruang lingkup kinerja, 
mekanisme kerja dan fungsi Dewan Syari'ah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Mata 
Uang (al-Sharf).  
BAB IV : Analisis Fatwa DSN-MUI, mengenai jual beli mata uang dan dasar 
hukum jual beli mata uang (al-Sharf).  
BAB V : Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan 
atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.   
  
14 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) DALAM 
ISLAM  
A. Pengertian Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)   
Jual-beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena 
dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk 
meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 
dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain 
sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.
1
 Adapun pengertian 
jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah kata al ba’i dalam bahasa Arab 
terkadang digunakan untuk pengertian kaitannya, yakni kata asy-Syira (beli). 
Dengan demikian maka kata a-Bai berarti :Jual” sekaligus “beli”.2 Secara 
etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.
3
 Namun 
secara terminology, terdapat beberapa definisi.   
Menurut Ulama‟ Hanafiyah adalah tukar menukar maal (barang atau 
harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar 
barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus,  
yaitu ijab kabul.  
                                                             
1
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yoqyakarta: Pustaka belajar, 
cetakan 1, 2008), hlm. 69 
2
 M. Ali Hasan, Masail Fiqiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 113.  
3
 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.  
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Dengan demikian, jual beli satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. 
Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia 
termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.
4
 
Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang 
bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah 
suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan kenikmatan. 
Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan 
manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia tidak 
berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan bukan 
hasilnya. Kemudian jual beli yang dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 
tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir 
dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 
di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 
atau sudah diketahui terlebih dahulu
5
. 
Menurut Ulama Syafi‟iyah memberikan definisi jual beli adalah suatu 
akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang 
akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat 
untuk waktu selamanya
6
.   
                                                             
4
 Ibid, hlm. 26.  
5
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2007), hlm 69-70 
6
Ibid  
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Menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan 
harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah 
untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
7
 
Dari berbagai macam definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
yang dinamakan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 
barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu 
memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah ditentukan syara’. Sedangkan ungkapan “sesuai dengan 
ketetapan syara’ maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan 
hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat dan 
rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.8 
B. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)  
Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al Qur’an, 
sunnah dan ijma “ulama”. Jual beli sebagai saling tolong menolong antara sesama 
manusian mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.
9
 
a. Al-Qur’an 
Al-Qur’an (Firman Allah SWT) yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW adalah dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-
kaidah kulliyah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan 
dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya 
universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur’an 
                                                             
7
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat,  (Jakarta: Amzah, 2010),  hlm. 176.  
8
Ibid  
9
 M. Ali Hasan, Op.Cit, hlm, 115.  
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telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau 
perniagaan, sementara perinciaannya dibentangkan dalam hadits.
10
 Dasar 
hukum jual-beli dalam al-Qur’an antara lain terdapat pada:  
1) Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:  
                  
                          
                              
                        
 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya
11.” 
Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang 
disyari’atkannya jual-beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak 
mengakui konsep jual-beli yang telah disyari’atkan Allah SWT dalam Al-
Qur’an. Mereka menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. 
                                                             
10
 Hamzah Ya‟qub,  Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Dipponegoro, 1992) hlm. 
24 
11
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : PT. Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007), hlm 47 
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Untuk itu dalam ayat ini Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan 
jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.
12
 
2) Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:  
                       
                      
       
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”13. 
 
Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah 
yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT 
melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. 
Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya 
melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti 
halnya melakukan transaksi berbasis riba (tambahan yang tidak wajar)
14
, 
transaksi yang bersifat maisir (judi), ataupun transaksi yang mengandung 
unsur gharar (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi, tidak jelas) serta 
hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. 
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 Dimyauddin Djuwaini, op.cit, hlm.71 
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b. Hadist  
Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya 
adalah hadis dari Ria‟ah ibn Rafi‟: 
 يا ًبننا :ئم س مهسو ويهع الله  ىهص ًبننا ن أ ونع الله ًضر عفار هب ةعبفر هع
روبرم عيب كمو هديب جمرنا معم :لبقف ؟بيطا بسكنا 
Dari Rifa’ah ibn Rafi’ ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang 
sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasululah 
ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli 
yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)
15
.  
 
c. Ijma  
Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli 
dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah.
16
 Ijma’ ini memberikan 
hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada 
dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan 
diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus 
diberikan. Dengan disyari’atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk 
merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya 
manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.
17
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 Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Semarang: Pustaka Nuun, 
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Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang 
dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Demikian 
pula yang didefisinikan dalam buku Fiqh Muamalah karangan Rahmad Syafi‟i 
yang menyebutkan ulama sepakat jual-beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa 
bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, namun 
harus diganti dengan barang lain yang sesuai.
18
 
Hukum jual-beli  
Dari kandungan ayat-ayat Al Qur’an, hadist Rasulullah SAW dan Ijma 
yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli para ulama fiqih mengambil 
suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Jual beli itu 
harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’19. 
Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan 
akad.  Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda : “sesungguhnya jual beli itu atas dasar 
saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab : 
“usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang tidak ada 
dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang 
dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan 
pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain 
menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia 
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menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. 
Adapun dalil ijma’ bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan 
haramnya riba, berdasarkan hadist tersebut
20
. 
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)  
1. Rukun Jual Beli Mata uang (al-Sharf)  
Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan 
syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama 
dengan rukun jual beli yaitu  ; 
a. Penjual dan Pembeli (Aqidain)  
b. Uang/harta dan barang yang dibeli (Ma’qud ‘alaih)  
c. Adanya lafald (ijab dan qabul).21  
2. Syarat-syarat sah jual beli Mata uang (al-Sharf)   
Syarat sah jual beli mata uang (al-Sharf) pada umumnya sama dengan 
jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual 
beli mata uang yaitu :  
a. Penjual dan pembeli (aqidain) Yang dimaksud dengan aqidain adalah 
orang yang mengadakan akad (transaksi) di sini dapat berperan sebagai 
penjual dan pembeli.  
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Adapun  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  (akad) 
adalah :   
1.) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan 
berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. 
Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak 
dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, 
dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti 
penipuan.  
2.) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu 
pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga 
pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan 
kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan 
bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah.   
3.) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah mumayyiz yang dapat 
membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian 
tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz.
22
  
 
b. Uang/harta dan barang (mu’qud ‘alaih)  
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Ma’qud ‘alaih adalah barang yang dijadikan obyek jual beli, benda 
yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut :  
1.) Suci barangnya (barangnya tidak najis)
23
  
Adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang 
diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifisikan sebagai benda najis, 
atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan 
hadits Nabi saw yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan), bangkai, 
babi, dan berhala”.24  
Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, sewa barang yang 
mempunyai nilai manfaat dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Untuk 
itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang 
mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan 
perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar perapian dan pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan 
menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan 
untuk memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang 
digunakan untuk penerangan dan untuk cat pelapis, serta digunakan 
untuk mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh 
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24
 Suhrawardi K. Lubis, op. cit., hlm. 132    
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diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk 
dimakan.
25
  
2.) Dapat diambil manfaatnya  
Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau 
binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk 
dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang 
lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka 
diperbolehkan.
26
  
3.) Milik orang yang melakukan akad  
Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya 
sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.
27
  
4.) Dapat diserahterimakan  
Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara 
syara’ tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak 
dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang 
yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual 
beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.  
 
 
                                                             
25
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5.) Dapat diketahui  
Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyak, 
berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, 
jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau 
salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena 
mengandung unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang 
dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui 
jumlahnya.  
Untuk barang zimmah (dapat dihitung, ditakar), maka kadar 
kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang yang 
tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar 
penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai 
jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada 
saat penyerahan barang tidak cocok dengan apa yang telah disampaikan 
penjual, maka jadilah transaksi itu. akan tetapi jika menyalahi keterangan 
penjual, maka hal khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau 
membatalkannya.
28
  
6.) Barang yang diakadkan ada di tangan  
Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di 
tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan 
oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda : 
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Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum 
engkau terima penuh.
29
  
c. Ijab dan Qabul (sighot/aqad) Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara 
penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” 
sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli 
dinamakan qabul.
30
  
Dalam fiqh al-sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar 
terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan 
tidak ada perbedaan antara yang mengijab dan menjual serta mengkabul si 
pembeli atau sebaliknya, di mana yang mengijab adalah di pembeli dan 
yang mengqabul adalah si penjual.
31
  
Menurut al-Syafi'i  jual beli dapat terjadi dengan kata-kata kinayah 
(kiyasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan : 
“Sungguh aku telah beli padamu”32  
Menurut imam Maliki sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual 
beli dengan adanya ijab qabul. Tiap-tiap yang dipandang urf sebagai tanda 
penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan.
33
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli 
mata uang (al-Sharf) yaitu :  
a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masingmasing 
pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat 
yang bersamaan.  
b. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang 
dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal 
tertentu di masa mendatang.  
c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata 
lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan (bai’ al-Fudhuli).31   
Dari sekian syarat jual beli dan jual beli mata uang, baik dari segi 
orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan 
obyek akad , harus terpenuhi sebagai transaksi jual beli itu sah 
sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. demikian 
pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual 
beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.  
D. Macam-macam Transaksi Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)  
Di dalam Islam tidak selamanya jual beli bisa dibenarkan. jual beli dapat 
dianggap sah (valid) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at 
dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan 
demikian pemilik barang, pembayaran, dan pemanfaatannya menjadi halal. 
Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang Islam, yang biasa disebut dengan 
28 
 
 
 
istilah jual beli fasid (yang tidak sesuai dengan syari'at) dan juga jual belinya 
menjadi batil (tak memenuhi syarat).
34
 Adapun mengenai bentuk jual beli mata 
uang yang dilarang dalam Islam antara lain :  
a. Transaksi Forward  
Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya 
ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan 
datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, 
karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan 
(muwa’adah) dan penyerahkannya dilakukan di kemudian hari, padahal 
harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang 
disepakati.  
b. Transaksi swap  
Yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga 
sport yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang 
sama dengan harga forward. Karena mengandung unsur maisir  
(spekulasi).
35
   
c. Transaksi option  
Yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau 
hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta 
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asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Karena 
mengandung unsur maisir (spekulasi).   
 30 
 
BAB III 
GAMBARAN UMUM FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL  NO. 
28/DSN-MUI/III/2002  TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)   
A. Profil Dewan Syari’ah Nasional  
Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syari’ah di tanah 
air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syari’ah yang berada dan 
mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya 
Dewan Pengawas Syari’ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari’ah 
adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan 
ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda 
dari masing-masing Dewan Pengawas Syari’ah dan hal itu tidak mustahil akan 
membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, 
menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan 
memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank 
syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari’ah Nasional.1 
Dewan Syari’ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil 
rekomendasi lokakarya reksadana syari'ah pada bulan Juli tahun 1997. 
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Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama 
Indonesia, dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris 
(ex-oficio).
23
 Sejak berdirinya Dewan Syari’ah Nasional telah melakukan 
berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang, program 
tersebut sbb :  
1. Mengeluarkan Fatwa  
Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang 
menjadi landasan bagi ketentuan keuangan, BAPEPAM, dan Bank 
Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas 
Syari’ah dan masingmasing Lembaga Keuangan Syari’ah dan menjadi 
dasar tindakan hukum pihak terkait.
4
  
2. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan   
Di samping itu, Dewan Syari’ah Nasional telah menetapkan beberapa 
keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan  
Syari’ah. Surat keputusan yang telah dikeluarkan antara lain adalah :  
a. Surat Keputusan tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 
(PG-PRT) Dewan Syari’ah Nasional  
b. Surat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota 
dewan pengawas syari’ah pada lembaga keuangan syari’ah (LKS)  
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c. Surat keputusan tentang kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan 
dan lembaga keuangan syari’ah.  
3. Memberikan rekomendasi kepada LKS  
Dewan syari’ah nasional majelis ulama indonesia mengeluarkan 
surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai dean pengawas syari'ah 
pada suatu lembaga keuangan syari’ah. hingga kini, sudah ada 13 
rekomendasi dewan pengawas syari’ah yang dikeluarkan dewan syari’ah 
nasional kepada lembaga keuangan syari’ah di luar bpr syari'ah, yaitu 
kepada 6 (enam) bank syari'ah, 2 (dua) investasi syari'ah dan 4 (empat) 
asuransi syari'ah.
5
  
B. Struktur Kepengurusan Dewan Syari’ah Nasional  
Berdasarkan  Surat  Keputusan  dewan  Pimpinan  MUI No.Kep 
7211/MUI/XI/2017 tentang pengembangan organisasi dan keanggotaan Dewan 
Syari’ah Nasional (DSN) periode tahun 2015-2020.6  
Wakil Sekretaris : Dr. H. M Asrorun Ni’am Sholeh. M.A. 
Anggota   : 1. Dr. H. M Anwar lbrahim 
2. Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimun 
3. Prof. Dr. H. Samsul Anwar, M.A. 
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4. K.H. Muhyiddin Junaidi, M.A. 
5. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.A. 
6. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si. 
7. Dr. Noor Achmad, M.A. 
8. H. Muhammad Siddiq 
9. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A. 
10. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A. 
11. Dr. H. Syafi’i Antonio, M.Ec. 
12. Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail 
13. Prof. Dr. H. Dede Rosada, M.A. 
14. Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A. 
15. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A. 
16. Dr. H. Jafril Khalil, M.C.L., F.I.I.S. 
17. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah 
18. Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.A. 
19. Dr. Mulya E. Siregar 
20. Dahlan Siamat, S.E., M.M. 
21. Suminto Sastrosuwito 
22. Ahmad Buchori 
23. Edy Setiadi 
24. Moch. Muchlasin 
25. Ahmad Soekro Tratmono 
26. Fadilah Kartikasasi 
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27. M Anwar Bashori 
28. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. 
29. M Jusuf Wibisana 
30. Ir. H. Muhammad Syakir Sula, A.A.I.J., F.I.I.S. 
31. Friderica Widyasari Dewi 
32. Dr. H. M Cholil Nafis, Lc., M.A. 
33. Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. 
34. Dr. H. Jeje Jaenuddin, M.Ag. 
35. H. Misbahul Ulum, M.Si. 
36. Hj. Siti Haniatunnisa, L.L.B., M.H. 
37. Iwan Kartiwan, Lc. 
38. Dr. K.H. Luthfi Fathullah, M.A. 
39. Dr. Hj. Gusniarti, M.A. 
40. H. Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc. 
41. Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T. 
42. H. Azrul Tanjung, S.E., M.Si. 
43. Dr. H. Nasimul Falah, S.H., M.H. 
44. Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A., M.H. 
45. Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, M.A., F.I.I.S. 
46. Dr. H. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. 
47. Drs. K.H. TengkuZulkaruain, M.A. 
48. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A. 
49. Dr. K.H. Hamdan RasYid, M.A. 
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50. Dr. H. Zain an-Najah, M.A. 
51. Dr. Fahrurozi 
52. Adi Mansah, Lc., M.A. 
Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syari’ah Nasional :  
 Ketua  : KH. Ma’ruf Amin  
Wakil Ketua   : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. 
Dr. Hasanudin, M.Ag. 
Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag. 
Ir. H. Adiwarman A Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. 
 Sekretaris               : Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. 
Wakil Sekretaris  : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. 
Dr. Setiawan Budi Utomo 
Drs. Asep Supyadillah, M.Ag. 
Bendahara         : Dr. Ir. H. Nadratuzzaman Hosen, M.Ec. 
Bidang Perbankan Syariah 
Ketua Kanny Hidaya, S.E., M.A. 
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Sekretaris Dr. Muhammad Maksum, M.A. 
Anggota 1. Dr. Oni Sahroni, M.A. 
2. H. Muhammad Faiz, M.A. 
3. Bambang Himawan 
4. Rifki Ismal, Ph.D. 
5. Ansyori 
Bidang Pasar Modal Syariah 
Ketua lggi H. Achsien, S.E., M.B.A. 
Sekretaris Mohammad Bagus Teguh Perwira, L.c., M.A. 
Anggota 1. Muhammad Touriq, S.E., M.B.A. 
2. Abdul Mughni, L.c., M.A. 
3. Mahbub Ma’afi Ramdlan, S.H.I. 
4. Irwan Abdalloh, S.E., M.M. 
Bidang IKNB Syariah 
Ketua Ir. H. Agus Haryadi, A.A.A.I.J., F.I.I.S., A.S.A.I. 
Sekretaris Dr. Zaenal Effendi, M.A. 
Anggota 1. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A. 
2. H. Rikza Maulan, Lc., M.Ag. 
3. Trisman, S.E., M.E. 
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4. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum. 
 
Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah 
Ketua Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. 
Sekretaris Dr. M Dawud Arif Khan, S.E.Ak., M.Si., C.P.A. 
Anggota 1. Dr. lrfan Syauqi Beik, M.Sc. 
2. Yono Haryono, Ph.D. 
3. Dra. Hj. Siti Ma’rifah, M.M., M.H., M.A. 
4. Yuke Rahmawati, M.A. 
Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Literasi/DSN-MUI Institute 
Ketua Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. 
Sekretaris Hidayatulloh, S.H.I., M.H. 
Staf Sekretariat 
Kepala Staf Abdul Wasik, M.S.I. 
Staf 1. Supriyadi, S.T.I 
2. Suci Hanifa, S.E.Sy 
3. Ahmad Mutamimul Ula, S.E. 
4. Heny Andayani, S.E. 
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5. Nur Aulia Ulfa Fauziah, S.E. 
6. Sarifudin 
7. Muhamad Sapei 
8. Dedi Djunaidi K. 
9. Setya Rahardja 
C. Kedudukan Dan Tugas Dewan Syari’ah Nasional (DSN)  
1. Kedudukan, Status, dan Anggota   
a. Dewan Syari’ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia  Dewan Syari’ah Nasional membantu pihak terkait, seperti 
Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun 
peraturan/ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syari’ah.  
b. Anggota Dewan Syari’ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan 
para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah   
c. Anggota Dewan Syari’ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis 
Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti 
pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun.
7
  
2. Tugas dan Wewenang  
Dewan Syari’ah Nasional bertugas :  
a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.  
                                                             
7
 Muhamad Syakir Sula, AAIJ, FIIS., op. cit. hlm. 543   
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b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.  
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan syari'ah   
d. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.
8
   
Berdasarkan surat keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama  
Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari’ah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Dewan Syari’ah 
Nasional mempunyai wewenang :
9
  
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari’ah di 
masing-masing Lembaga Keuangan Syari’ah dan menjadi dasar 
tindakan hukum pihak terkait.  
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan 
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen 
Keuangan dan Bank Indonesia.  
c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama 
yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari’ah pada suatu 
Lembaga Keuangan Syari’ah.  
d. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syari’ah Nasional.  
                                                             
8
 Abdulah Amrin, Asuransi Syari'ah, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 231   
9
 DSN-MUI, disandur http;///www.mui.or.id/mui  tanggal 20 februari 2019 
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e. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.  
Mekanisme kerja Dewan Syari’ah Nasional, yaitu : 10  
a. Dewan Syari’ah Nasional   
1.) Dewan Syari’ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu 
kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.  
2.) Dewan Syari’ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang 
diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syari’ah Nasional  
3.) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam 
laporan tahunan (annual report)  bahwa Lembaga Keuangan 
Syari’ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap 
ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh 
Dewan Syari’ah Nasional.  
b. Badan pelaksanaan harian   
1.) Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum 
mengenai suatu periodik Lembaga Keuangan Syari’ah. Usulan 
ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariatan badan 
pelaksanaan harian   
2.) Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli 
selambatlambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum 
                                                             
10
 Ibid.   
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khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu 
pertanyaan/usulan.  
3.) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu kali 
kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan 
permasalahan kepada ketua.  
4.) Fatwa atau memorandum Dewan Syari’ah Nasional ditandatangani 
oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari’ah Nasional.  
5.) Ketentuan Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil 
pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional untuk 
mendapat pengesahan.  
c. Dewan Pengawas Syari’ah   
1.) Dewan Pengawas Syari’ah berkewajiban mengajukan usulan-usulan 
pengembangan Lembaga Keuangan Syari’ah kepada pimpinan 
lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari’ah Nasional. 
2.) Dewan Pengawas Syari’ah melakukan pengawasan secara periodik 
pada Lembaga Keuangan Syari’ah yang berasa di bawah 
pengawasanya. 
3.) Pengawas Syari’ah menerangkan permasalahan-permasalahan yang 
memerlukan pembahasan Dewan Syari’ah Nasional  
4.) Dewan syari'ah melaporkan perkembangan produk dan operasional 
Lembaga Keuangan Syari’ah yang diawasinya kepada Dewan 
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Syari’ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun 
anggaran.  
d. Fungsi Dewan Syari’ah Nasional  
1) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, 
dengan ini Dewan Syari’ah Nasional diharapkan mempunyai peran 
secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi 
khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompak.  
2) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang 
dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah.  
3) Mengawasi produk-produk keuangan syari'ah agar sesuai dengan 
syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah 
perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan 
sebagainya.
11
  
Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran dewan syari’ah 
nasional pada lembaga keuangan syari’ah dibentuk dewan pengawas syari’ah 
sebagai perwakilan dewan syari’ah nasional pada lembaga keuangan syari’ah 
yang bersangkutan. secara umum fungsi dewan pengawas syari’ah adalah   
1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari’ah 
yang berada di bawah pengawasanya.  
                                                             
11
 Muhammad Syafi'i  Antonio, op. cit., hlm. 32   
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2. Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga 
Keuangan Syari’ah yang diawasinya kepada Dewan Syari’ah Nasional 
sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.  
3. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan 
Syari’ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan 
Syari’ah Nasional.  
4. Merumuskan masalah–masalah yang memerlukan pembahasan-
pembahasan Dewan Syari’ah Nasional.12  
 
 
 
                                                             
12
 Abdulah Amrin, op. cit., hlm. 228   
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 BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Fatwa DSN-MUI, yang mengatakan bahwa pada dasarnya jual beli mata uang 
(al-Sharf) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh 
syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan 
nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau 
menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis 
maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. 
Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan 
penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan 
diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan 
adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian 
hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai 
yang disepakati.  
2. Dengan diperbolehkan jual beli mata uang (al-Sharf) yang telah sesuai 
dengan tinjauan fiqh muamalah, dimana jual beli mata uang tersebut harus 
menghindari spekulasi atau riba, dimana transaksi yang digunakan harus 
secara tunai atau kontan. 
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Selanjutnya DSN-MUI menggunakan kaidah fiqhiyah di antaranya kaidah 
fiqh muamalah yang maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana 
syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, 
dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengaturannya atau pembatalannya. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini, penulis 
mencoba memberikan beberapa saran kepada pembaca dan pihak-pihak yang 
bersangkutan dalam transaksi valuta asing, dengan harapan bisa dijadikan bahan 
pertimbangan atau masukkan agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, 
menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat serta memenuhi 
kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki. 
 Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, segala kekhilafan dan 
kesalahan merupakan sesuatu yang melekat pada manusia. Oleh karena itu 
kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki 
diri dalam kebenaran. 
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